13. URUSAN SOSIAL

1.1. DINAS SOSIAL
1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial didukung oleh 9 kegiatan yaitu Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pembinaan Organisasi Sosial, Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaan Karang Taruna, Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha Peduli Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang.
b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 2.270.000.000,00 terealisasi sebesar 98,67% atau                              Rp. 2.239.872.329,00 secara rinci realisasi anggaran masing-masing serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom. 

c) Hasil / Outcome PelaksanaanPembangunan

Kegiatan pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada upaya penggalian pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial, yang berasal dari kalangan masyarakat. Selama kurun waktu 1 tahun penguatan jaringan pemberdayaan WKSBM telah mencapai 10 WKSBM  yang secara aktif menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dan WKSBM yang mendapatkan penanganan telah mengalami peningkatan kuantitas maupun kualitas. 

Sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi sosial juga telah mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bergerak di bidang panti asuhan, panti lanjut usia maupun pemberdayaan masyarakat, yang penanganannya dilakukan dengan memberikan pelatihan, stimulan dan bantuan asistensi lainnnya pada 55 orsos atau 82,08% dari target 67 orsos padatahun 2012. Untuk Pembinaan TKSK mencapai 49 TKSK dari target  654 TKSK pada tahun 2012 yang secara fungsional aktif dalam berpartisipasi di bidang kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.  Selanjutnya Pembinaan PSM dalam hal tehnis pendampingan telah dilaksanakan melalui pemantapan dan kegiatan pelatihan pendampingan pada 40 PSM sehingga mereka dapat secara aktif menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 

Kegiatan pembinaan Karang taruna mengalami peningkatan sebesar 45 KT atau 75 % dari target sebesar 60 KT. Begitupula dengan Badan Usaha Peduli Sosial yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan PMKS dan bantuan sosial lainnya serta telah melaksanakan CSR dengan baik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ada 25 perusahaan yang aktif. Untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sehingga capaian program mencapai 100 %. Kegiatan bantuan bagi Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang telah tercapai sebanyak 205 atau 100 % dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel 4.24.1 berikut ini :

Tabel 4.24.1
Perkembangan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	No
	Kegiatan
	Satuan
	s/d Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat( WKSBM )
	orsos
	114
	10

	2
	Pembinaan Organisasi Sosial
	orsos
	67
	55

	3
	Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	Jiwa
	400
	40

	4
	Pemberdayaan Karang Taruna
	KT
	54
	45

	5
	Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
	Jiwa
	900
	2320

	6
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	lokasi
	1
	1

	7
	Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha Peduli Sosial
	Perusa

Haan
	15
	25

	8
	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial
	Jiwa
	654
	654

	9
	Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang
	Jiwa
	166
	205


Sumber : Buku data Dinsos Prov. Jatim 2012

Capaian fungsional Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut  : Secara keseluruhan WKSBM, Karang Taruna, Organisasi Sosial sangat aktif dalam kegiatan kesejahteraan sosial, dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012 seperti KUBE maupun pendataan PMKS serta pendampingan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM). 

Kegiatan pada optimalisasi WKSBM pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan kepada masyarakat lokal, sedangkan pembinaan ORSOS difokuskan pada penyampaian informasi tentang program kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur agar dapat diakses dan diterima oleh masyarakat, serta berkembangnya sarana prasarana dan sistem pelayanan PMKS yang dilaksanakan organisasi sosial masyarakat. 

Kegiatan Pemantapan PSM dilaksanakan agar masyarakat mengetahui dan memahami pola penanganan PMKS di masyarakat yang selanjutnya diharapkan akan  mendorong masyarakat ikut serta dalam proses pelayanan kesejahteraan sosial serta mendorong semangat pengabdian PSM di masyarakat. 

Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial menjadikan Generasi muda mampu memahami informasi nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga mengarah pada pembentukan karakter inovatif dan kreatif serta nilai-nilai pantang menyerah. 

Selanjutnya untuk kegiatan penyelenggaraan dunia usaha akan mampu mendorong keikutsertaan dunia usaha dalam program CSR yang akan memberi kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial  di masyarakat. Penghargaan bagi pahlawan dan perintis kemerdekaan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada mereka agar turut merasakan hasil pembangunan serta memperoleh bantuan bagi perintis kemerdekaan dan pahlawan.
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Tidak adanya Pembinaan Fungsional di daerah sebagai petugas sosial kecamatan yang melakukan pembinaan kelembagaan. Misalnya : Karang Taruna, PSM, Orsos dll.

· Sebagian besar kelembagaan dalam menjalankan fungsinya tidak didukung dana operasional.

Solusi Pemecahan Permasalahan :
· Pembinaan lanjut oleh Dinas Sosial Kab./Kota setempat.Peran aktifKelembagaan yang ada di Kab./Kota, Kecamatan dalam mendata kelembagaan di wilayahnya.

· Dukungan dana dari Pemerintah dan Swadaya masyarakat.
2) Program Pemberdayaan Sosial

a) Program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 5  kegiatan yaitu Pemberdayaan fakir miskin, Pemberdayaan Keluarga Rentan, Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT2), Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin.

b) Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 5.462.300.000,00 terealisasi sebesar 91,26 % atau Rp. 4.985.013.645,00 yang secara rinci realisasi anggaran masing-masing serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom. 

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

Program Pemberdayaan Sosial diarahakan untuk mencegah, menekan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalian potensi diri dan lingkungannya, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya lokal secara berkelanjutan
Adapun Hasil Pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial berupa meningkatnya kesejahteraan baik ekonomi dan sosial serta semakin meningkatnya keberfungsian sosial bagi keluarga  Fakir  Miskin, yang mencapai 8000 jiwa atau 100% dari target sebanyak 8000 jiwa. Pemberdayaan Keluarga Rentan menjangkau 560 atau 93,33% dari target sebanyak 600 jiwa, sedangkan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dengan kegiatan pembentukan KUBE maupun kegiatan pemberdayaan sosial lainnya mencapai 150 jiwa atau 30 % dari target sebanyak 500 jiwa. Selanjutnya warga di daerah terpencil dan tertinggal mendapatkan bantuan KUBE maupun kegiatan rehabilitasi rumah, sehingga kelompok sasaran program pemberdayaan sosial ini menjadi berdaya dan mampu berperan serta berpartisipasi  aktif di masyarakat mencapai 120 jiwa atau 80 % dari target 150 jiwa.
Adapun secara kuantitas program Pemberdayaan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.24.2
Perkembangan Pemberdayaan Sosial
	No
	Kegiatan
	Satuan
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Pemberdayaan fakir miskin
	Jiwa/KK
	4680
	8000/2000

	2
	Pemberdayaan Keluarga Rentan
	Jiwa
	480
	560

	3
	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
	Jiwa
	160
	150

	4
	Pemberdayaan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT2)
	Jiwa
	160
	120/325 kk


Sumber : Buku data Dinsos Prov. Jatim 2012

Adapun capaian fungsional pemberdayaan sosial sebagai berikut : Kegiatan pemberdayaan fakir miskin diharapkan dapat meningkatkan peluang dan kesempatan usaha ekonomisproduktif melalui KUBE. Program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE baik melalui anggaran APBD maupun APBN pada tahun 2012 telah dibentuk di 40 desa pada 20 Kabupaten. Dengan adanya KUBE ini, keluarga fakir miskin diharapkan mempunyai pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengembangkan modal dan menabung.

Kegiatan pemberdayaan keluarga rentan mendapatkan bimbingan dan ketrampilan serta bantuan sosial sehingga secara fungsi sosial dan kesejahteraan mereka meningkat.

Kegiatan bagi Wanita rawan sosial ekonomi melalui KUBE telah dibentuk 82 KUBE. Dampak yang muncul dari kegiatanm ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha bagyi WRSE agar mampu menopang kekuatan ekonomi keluarga serta mengantisipasi dampak masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan trend positif dari program penanganan kemiskinan.

Sedangkan kegiatan P2DT2 merupakan kegiatan yang membantu terpenuhinya kebutuhan dasar serta memudahkan para warga komunitas tertinggal memperolah aksebilitas pelayanan sosial dasar  meskipun didaerah terpencil dan tertinggal. Selanjutnya Bagi keluarga rentan juga diberikan program pemberdayaan bagi keluarga rentan melalui KUBE dengan jumlah 40 KUBE. Pada tahun 2012 telah menjangkau 637 KUBE pengembangan (baik melalui program kegiatan WRSE, Keluarga rentan,  Pemberdayaan Fakir miskin, P2DT2), juga telah berkembang dan mengarah pada Pengelolaan keuangan mikro dibawah Koperasi sebanyak 6 LKM yang masing-masing LKM terdiri dari 10 KUBE atau 100 Kepala Keluarga.

d) Permasalahan  dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang masih didominasi oleh masalah kemiskinan, dengan segala implikasinya, seperti munculnya  keluarga rentan dan keluarga fakir miskin, disamping karena factor lain, ketidakberdayaan PMKS menjadi salah satu pemicu munculnya masalah kemiskinan. 

Solusi  pemecahan permasalahan :
· Pencegahan yang mengandung makna menghambat atau membatasi tumbuh kembangnya masalah kesejahteraan sosial. Upaya dalam program/kegiatannya diarahkan pada jenis PMKS. Pemberdayaan dan Pengembangan potensi diri dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial beserta lingkungannya yang berbasis pada kearifan lokal.

· Penanganan kemiskinan melalui peningkatan Usaha Ekonomis Produktif sebagai bagian dalam penciptaan lapangan kerja.

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial didukung oleh 10 kegiatan yaitu Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat, Palayanan Lanjut Usia Terlantar, Pelayanan anak terlantar, Pembinaan anak jalanan, Penanganan HIV/AIDS, Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA, Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan  Pemasyarakatan, Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, eks gelandangan psikotik, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Kusta, Rehabilitasi Sosial eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan pagu sebesar Rp. 7.583.791.000,00 terealisasi sebesar 97,46 % atau Rp. 7.391.060.030,00 secara rinci realisasi anggaran masing-masing serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom. 

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial diarahkan pada penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan hasil pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel  4.24.3 di bawah ini :

Tabel 4.24.3
Perkembangan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
	No
	Kegiatan
	Satuan
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat
	Jiwa
	150
	100

	2
	Palayanan Lanjut Usia Terlantar
	Jiwa
	320
	280

	3
	Pelayanan anak terlantar
	Jiwa
	125
	40

	4
	Pembinaan anak jalanan
	Jiwa
	150
	150

	5
	Penanganan HIV/AIDS
	Jiwa
	265
	160

	6
	Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA
	Jiwa
	110
	60

	7
	Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan  Pemasyarakatan
	Jiwa
	30
	35

	8
	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, eks gelandangan psikotik
	Jiwa
	120
	160

	9
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Kusta
	Jiwa
	260
	225

	10
	Rehabilitasi Sosial eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
	Jiwa
	120
	50


Sumber : Buku data Dinsos Prov. Jatim 2012
Capaian fungsional Kegiatan deteksi dini merupakan kegiatan pelayanan sosial yang memberikan informasi tentang aksebilitas bagi penyandang cacat mencapai 100 jiwa atau 66,66 % dari target sebesar 150 jiwa . Sedangkan pelayanan bagi lansia terlantar melalui upaya pemberian bantuan stimulant yang berupa bahan makanan bagi lansia sehingga kebutuhan dasar lansia terpenuhi sesuai amanat pemerintah mencapai 280 jiwa atau 50,90% dari target sebesar 550 jiwa. Pelayanan anak terlantar dengan memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga secara fisik terjamin  dan terlindungi, biopsikososial serta pendidikan dapat terjamin telah mencapai 40 jiwa atau 80% dari target sebesar 50 jiwa . 

Sedangkan pembinaan anak jalanan adalah sebagai upaya untuk menjadikan anak jalanan bisa kembali ke rumah dan tidak hidup di jalanan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak serta memberikan ketrampilan produktif agar anak jalanan memiliki kegiatan yang produktif yang menjadikan mereka mandiri  mencapai 150 jiwa atau 100 % dari target sebesar  150 jiwa . 

Kegiatan pencegahan HIV / AIDS sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV AIDS sehingga mampu mencegah penyebaran HIV/AIDS mecapai 160 jiwa atau 64 % dari target sebesar 250 jiwa. 

Kegiatan rehabilitas sosial bagi anak nakal/korban NAPZA dengan memberikan ketrampilan, konsultasi serta meningkatnya pemahaman bahaya penyalahgunaan NAPZA bagi 60 jiwa korban. 

Dengan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan maka perubahan perilaku warga eks warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan norma kemasyarakatan serta meningkatnya kemampuan dan potensi ketrampilan serta kepercayaan dirinya bagi 30 orang eks warga binaan pemasyarakatan. 

Kegiatan Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis dan eks psikotik dilakukan dengan memberikan ketrampilan sesuai bakat dan minat serta potensi sehingga dapat meningkatkan penghasilan serta bantuan sosial yang diperoleh agar mampu mandiri serta bersosialisasi dengan masyarakat mencapai  160 jiwa atau sebesar 100% dari target sebesar 160 jiwa.

Selanjutnya kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan ekonomi penyandang cacat dan kusta serta meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat  mencapai 225 jiwa atau 45% dari target sebesar 500 jiwa. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks tuna susila serta ESKA ditujukan untuk meningkatkan perilaku sosial yang normative serta meningkatnya motivasi diri dan ketrampilan pengganti dari profesi sebelumnya mencapai 160 jiwa atau sebesar 106 % dari target 150 jiwa.

Rehabilitasi sosial bagi eks tuna susila, rehabilitasi sosial gelandangan dan eks psikotik serta pengemis, pembinaan anak jalanan Pelayanan lansia terlantar jalanan  mengalami peningkatan sasaran hal ini  dikarenakan munculnya program Gubernur Jawa Timur yaitu Program Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan dalam bentuk sheltered dan need assessment  serta pemberian bantuan KUBE serta pemulangan ke daerah asal, sedangkan Rehabilitasi sosial cacat disinergikan dalam bentuk kegiatan pemberian alat bantu dan program KUBE. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring di lapangan diperoleh gambaran capaian fungsional program/kegiatan tahun 2012 sebagai berikut :
1. Deteksi Dini  Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat sebanyak 100 orang penyandang cacat telah dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat;

2.  Pelayanan terhadap Lanjut Usia Terlantar, sebanyak 280 orang lansia terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik;

3. Sebanyak 150 anak terlantar dalam kategori terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;

4. Penanganan terhadap HIV/AIDS, sebanyak 160 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial serta terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik;

5. Sebanyak 150 anak jalanan telah mendapatkan bimbingan sosial, mental dan ketrampilan sehingga mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;

6. Sebanyak 35 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memperoleh bimbingan rehabilitasi, mental dan ketrampilan, sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang dengan baik dalam  menjalankan kembali fungsi sosialnya ;
7. Penanganan Anak Nakal/Korban NAPZA luar panti melalui pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial, mental dan ketrampilan diperoleh hasil bahwa 60 orang AN/KN terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya;

8. Sebanyak 160 orang Gelandangan dan Pengemis serta eks Gelandangan Psikotik dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik;

9. Sebanyak 225 orang penyandang cacat kusta mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosial;

10. Penanganan terhadap eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Anak (ESKA) melalui pemulangan ke daerah asal maupun KUBE.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Kesejahteraan Sosial yang berkembang masih didominasi oleh masalah kemiskinan, dengan segala implikasinya, seperti munculnya Anak Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah, lanjut usia terlantar , anak terlantar , anak jalanan.

· Program percepatan selain menjadi agenda utama gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur namun dalam implemantasinya terkendala oleh permasalahan shelter. Maka melalui kegiatan Balai Pelayanan Sosial PMKS jalanan diharapkan lebih mendorong program tersebut. 

Selanjutnya melalui program percepatan penangan 5 PMKS tersebut setelah memperoleh asesmen diberikan rujukan ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga ditempatkan di shelter balai tersebut.
· Komitmen Kabupaten/Kota dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial belum merata, apalagi ditunjang dengan persoalan bahwa PMKS yang ada bukan merupakan penduduk setempat. Sehingga Kabupaten/Kota merasa bukan merupakan tanggung jawabnya.

· Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial masih dianggap bukan merupakan masalah penting yang harus ditangani.

· Masih relatif tingginya mobilitas PMKS Jalanan (Anak Jalanan, WTS, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik)

Solusi pemecahan permasalahan :
· Kegiatan melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan menjadi prioritas utama tahun 2013 sebagai upaya memeprcepat proses penanganan PMKS jalanan di Provinsi Jawa Timur.

· Rehabilitasi Sosial yang diartikan sebagai proses refungsionalisasi yang memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

· Optimalisasi pencegahan yang mengandung makna menghambat atau membatasi tumbuh kembangnya masalah kesejahteraan sosial. Upaya yang diarahkan pada jenis penanganan PMKS melalui optimalisasi program / kegiatan yang sesuai. 

· Bantuan dan perlindungan sosial yang diartikan sebagai wujud dari jaminan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang tidak berdaya, serta dari tindak kekerasan atau perlakuaan salah, sesuai harkat dan martabat sebagai manusia.

· Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi  program percepatan  penanganan PMKS jalanan dengan serta menjalin kerjasama penanganan PMKS dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Lembaga Kemasyarakatan.

4) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
a) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB); Penanganan Korban Tindak kekerasan dan Perlakuan Salah; Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); Penanganan Orang Terlantar; Penanganan Pekerja Migran; Pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS); serta Perlindungan Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Dengan sasaran meliputi :
Keluarga harapan sebanyak 24 Kabupaten, Korban tindak Kekerasan dan perlakuan salah sebanyak 325 orang, Orang Terlantar sebanyak 1.800 orang,  Pekerja migran sebanyak 38 orang, Pengembangan Sistem ASKESOS bagi 40 Orsos dan  20 Anak Yang berhadapan dengan hukum dan Penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang sebanyak 38 Kab./Kota.
b) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial  didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.180.697.500,00 dengan realisasi sebesar 95.49% atau  Rp. 1.127.437.785,00  yang secara  terinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Bantuan dan Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan modal sosial di masyarakat melalui pembinaan pengumpulan uang dan barang serta pelaksanaan undian gratis berhadiah, memberikan perlindungan sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah, Orang Terlantar, Pekerja Migran bermasalah, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, penguatan pelaksanaan PKH serta untuk pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui ASKESOS.

Selama dua tahun terakhir perkembangan masyarakat rentan dan kurang beruntung yang mendapatkan bantuan dan perlindungan Sosial pada tahun 2011 sebanyak 270.499 orang meningkat menjadi 340.838 orang  pada tahun 2012 atau 28,94 % dari total populasi PMKS Non Patologis sebanyak 1.177.679 jiwa, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada table 4.24.4 berikut :

Tabel 4.24.4
Masyarakat  Kurang Beruntung Yang Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Sosial Tahun 2011 – 2012

	No
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1
	Program Keluarga Harapan (PKH)
	orang
	268.718
	338.655

	2
	Anak Berhadapan dengan Hukum
	orang
	20
	20

	3
	Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah
	orang
	121
	140

	4
	Orang Terlantar
	orang
	1.600
	1.800

	5
	Pekerja Migran Terlantar
	orang
	40
	38


Sumber :Bidang Balinsos 2012

Adapun capaian fungsional pelaksanaan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan secara fisik, sosial maupun psikologis kepada anak, wanita maupun lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan. Pekerja migran yang terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga bermasalahan sosial budaya, keluarga cerai miskin, serta keluarga dilingkungan sosial yang tidak menguntungkan dengan memperioritaskan kepada keluarga yang mempunyai masalah ganda.

Berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung telah dilaksanakan diantaranya  adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2012 penanganan Korban Tindak kekerasan dan Perlakuan Salah melalui kegiatan advokasi litigasi dan non litigasi sosial telah dilaksanakan pada 140 orang yang mengalami kekerasan dan perlakuan salah baik anak-anak maupun perempuan. Model Pendampingan langsung kepada korban dalam bentuk kegiatan psikososial ataupun trauma healing merupakan kegiatan pokok bagi korban yang umumnya dialami perempuan dan anak. Kegiatan advokasi litigasi bekerja sama dengan LBH guna mendampingi korban saat proses pengadilan berlangsung.
2. Penanganan Orang Terlantar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Reunifikasi dan reintegrasi (pemulangan dan pengembalian ke keluarga asal) yang dilaksanakan langsung kepada orang terlantar yang membutuhkan proses pemulangan ke tempat asal sejumlah 1800 orang. Model kegiatan ini memiliki kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka khususnya di kota besar di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari segi kuantitas juga mengalami peningkatan sasaran Reintegrasi maupun reunifikasi bagi orang terlantar ke daerah asal.
3. Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami peningkatan dari segi kuantitas sebesar 69.937 orang dari tahun 2011. Sasaran PKH diberikan kepada keluarga muda yang tidak mampu dimana mereka memiliki anak usia sekolah  dasar yang perlu mendapatkan bantuan langsung untuk menyanggah ekonomi keluarga. Bagi penerima program juga diberikan pendampingan dalam rangka memperkuat komitmen kesejahteraan bagi anak-anak mereka.
4. Sedangkan penanganan Pekerja Migran di tahun 2012  meliputi kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran sejumlah 38 jiwa. Program kegiatan mempunyai kontribusi terhadap  penurunan pengangguran terbuka.
5. 20 kasus penanganan dalam kegiatan Perlindungan Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kegiatan advokasi litigasi bagi anak yang melanggar hukum. Dengan adanya diversi bagi anak yang  terancam hukuman  diharapkan akan mampu membuka kesadaran anak terhadap resiko kejahatan yang dilakukan serta anak mendapat perlindungan dari segi hukum. 
6. Kegiatan Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dilaksanakan oleh badan usaha dilakukan sebagai upaya peningkatan modal sosial masyarakat. Melalui  kegiatan ini dapat dicapai peningkatan pendayagunaan sumber dana sosial melalui PUB. 
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Masyarakat dan korban masih menganggap tabu jika harus membuka informasi terhadap kasus yang dialami kepada pihak lain.

· Kurang pemahaman masyarakat terhadap program ASKESOS

Upaya pemecahan permasalahan :
· Melakukan koordinasi dan pendekatan ke institusi terkait dan ke penyandang masalah secara langsung agar proses pelayanan dan pemberian bantuan dapat mencakup 3 T yaitu tepat sasaran, tepat perlakuan,  dan tepat pemanfaatan.

· Melakukan sosialisasi ke masyarakat luas akan pentingnya program pelayanan ASKESOS sebagai bentuk jaminan diri dan keluarga.
5) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

a) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana; Mitigasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di daerah rawan bencana alam dan sosial; Pemulihan Eks korban Bencana Alam dan Sosial; dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik.  Pelaksanaan Program ini diarahkan untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan bencana alam/sosial. Dengan sasaran meliputi : Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sasaran masyarakat di 10 Kab./Kota, Mitigasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana sebanyak 60 orang, Eks. Korban Bencana Alam/Sosial sebanyak 70 KK, lembaga pengelola bencana dan logistik sebanyak 140 orang di 5 Kab/Kota.

b) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di dukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.347.295.000,00 dengan ralisasi sebesar 97.59%  atau Rp. 1.314.888.415,00. secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah diperolehnya pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana serta dalam rangka meminimalisir korban bencana alam. Capaian pelaksanaan program ini secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.24.5
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Tahun 2011 – 2012
	No
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1
	Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana
	Orang/Kab
	140/10
	140/10

	2
	Mitigasi Penanggulangan Bencana
	orang
	60
	60

	3
	Pemulihan Sosial eks Korban Bencana
	Orang
	70
	70

	4
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik
	Orang/Kab
	140/5
	140/5


Sumber :Bidang Balinsos 2012
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat ditujukan dalam rangka meminimalisir terjadinya korban ketika terjadi bencana alam maupun sosial. Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat telah dilaksanakan, yaitu seperti Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Mitigasi Penanggulangan Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial, Pemulihan Sosial eks Korban bencana Alam dan Sosial. Selain itu juga didukung dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat diutamakan bagi daerah-daerah rawan bencana alam dan sosial di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program ini diarahkan dalam menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran pada Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA) sebanyak 140 orang atau 23,85 % dari jumlah TAGANA sebanyak 1.719 orang, dengan prioritas utama di daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur.

Secara fungsional jumlah Taruna Siaga Bencana di Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan Dinas Sosial Provinsi adalah sejumlah 1.719 orang. TAGANA sangat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah 1.572 orang sedangkan yang kurang aktif sejumlah 142 orang.

Selanjutnya kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan di 10 Kabupaten dengan peserta kegiatan sebanyak 140 orang. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat di daerah rawan bencana terlatih dan siap siaga jika terjadi bencana.Kegiatan berupa kampung siaga bencana (KSB) serta peningkatan kesiapsiagaan bagi petugas juga merupakan bagian dari kegiatan ini.Latihan mitigasi bencana bagi masyarakat didaerah rawan bencana sejumlah 60 orang sedangkan pemulihan eks korban bencana sejumlah 70 orang.Adapun peningkatan kapasitas pengelola lembaga kebencanaan melalui KSB dan logistic juga dilaksanakan di 5 kabupaten dengan peserta sebanyak 140 orang.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Upaya pemecahan permasalahan :
· Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan tujuan agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu siap dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang tidak diharapkan.
6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

a) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan permasalahan sosial yang berkembang didaerah, agar dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terpadu, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Selain itu dengan semakin maju dan cepatnya informasi maka program pembangunan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang hendaknya bisa diakses melalui jaringan internet. Sebagai bentuk responsif Dinas Sosial telah mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang berisi informasi tentang program/kegiatan dan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu Pengembangan Eks Klien; Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial; Pendataan PMKS dan PSKS; Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial; Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang.
b) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.805.736.500,00 dengan realisasi Rp. 4.697.590.882,00 (97.00 %). secara  rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan program pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan profesionalisme pilar-pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial serta memberi penguatan pada para eks klien juga peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. Selama dua tahun terakhir pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 4.24.6  berikut :

Tabel 4.24.6
Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Tahun 2011 – 2012
	No
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1
	Pendataan PMKS dan PSKS
	Kab/Kota
	-
	1

	2
	Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
	Kab/Kota
	38
	38

	3
	Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial
	Kab/Kota
	38
	38

	4
	Pengembangan Eks Klien
	Orang
	98
	70

	5
	Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial
	Kab/Kota
	30
	30

	6
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesos dan Fungsional UPT PTKS Malang
	orang
	543
	360


Sumber : Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2012

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan profesionalisme pilar-pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial serta memberi penguatan pada para eks klien juga peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. Oleh karena itu mengingat pentingnya program tersebut serta untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan kesejahteraan sosial, maka pengembangan usaha kesejahteraan sosial dari tahun  ke tahun dilakukan secara konsisten dengan melibatkan stakeholder terkait baik yang ada di tingkat Kabupaten maupun Provinsi bahkan dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Selama 2 (dua) tahun terakhir ini proses perencanaan dan evaluasi telah melibatkan seluruh instansi sosial di 38 Kabupaten/Kota atau 100%; Penyuluhan Program Kesejahteraan Sosial telah menjangkau 30 Kabupaten/Kota atau 78,94%; sedangkan pengembangan eks klien telah menjangkau 168 orang atau 67% dari target sebanyak 250 orang (tahun 2011 dan 2012);  dan telah meningkatkan kualitas profesionalisme bagi 903 orang pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial atau 82% dari target selama 2 tahun terakhir sebanyak 1.100 orang.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas Pelaksana di Satuan kerja Kab./Kota tidak sesuai dengan bidang tugas atau kompetensinya, khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

· Kurangnya Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam penanganan PMKS, sehingga berdampak terhadap rendahnya aktifitas dan responsibilitas pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penanganan PMKS.

· Belum optimalnya pemahaman tentang Otonomi daerah, sehingga pemerintah Kabupaten/Kota menganggap bahwa kewenangan penanganan PMKS hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.

Upaya pemecahan permasalahan :
· Perlu ada Uji coba model penangnan PMKS sehingga dapat diketahui kekurangan / kelemahan dalam memberikan pelayanan/pendataan kepada penyandang masalah sosial.

· meningkatkan  kualitas SDM pelaksana di Satuan kerja Kabupaten/Kota agar memiliki keahlian limu pekerjaan sosial.

· Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

· Meningkatkan pemahaman pada pemerintah Kabupaten/Kota bahwa penanganan PMKS menjadi tanggung jawab bersama.

7) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

a) Program peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial diarahkan untuk meningkatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka pelayanan dan Rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahterqaan  Sosial (PMKS). Program ini di dukung oleh 30 kegiatan yaitu Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial di 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan sasaran meliputi Balita Terlantar sebanyak 45 anak, Anak Terlantar sebanyak 450  anak, Anak bermasalah sosial psikologis sebanyak 1.200 anak, Remaja Terlantar sebanyak 704 anak, Lanjut Usia terlantar sbenyak 872 orang, cacat netra sebanyak 105 orang, caca tubuh sebanyak 90 orang,  cacat grahita sebanyak 50 orang,cacat rungu wicara sebanyak 60 orang, gelandangan Eks. Psikotik sebanyak 374 orang, Gelandangan dan Pengemis sebanyak 305 orang, Eks. Kusta sebanyak 90 orang, Tuna Susila sebanyak 180 orang, Anak nakal dan Korban NAPZA  sebanyak 180 anak.
b) Program peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial di dukung oleh 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran Rp. 43.388.080.000,00 dengan realisasi sebesar 98.26% atau  Rp. 42.655.172.806,00 secara  rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui peningkatan pelayanan panti sosial  ditujukan untuk  membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya,  memberikan jaminan terhadap perkembangan pisik dan psikisnya, memberikan rasa aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan fungsi sosial dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara wajar. 
Hasil Pelaksanaan program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial adalah sebagai berikut :
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar  dan kebutuhan perkembangan  bagi 45 anak balita terlantar di UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Sidoarjo atau 90% dari target penanganan sebanyak 50 anak.

2. Adanya solusi atas permasalahan 1200 anak baik di sekolah maupun di masyarakat melalui UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu atau 100% dari target penanganan sebanyak 1200 anak.

3. Terpenuhinya kebutuhan dasar  dan kebutuhan perkembangan    bagi 450 anak terlantar  terlantar di UPT Pelayanan Sosial Asuhan  Anak Trenggalek, Nganjuk, Situbondo dan Sumenep atau  87,37% dari target penanganan sebanyak 515 anak.

4. Terpenuhinya kebutuhan dasar  dan terlaksananya bimbingan sosial dan peningkatan ketrampilan bagi 704 remaja terlantar di  UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro, Jombang, Blitar dan Pamekasan atau 89,11 % dari target penanganan sebanyak 790 orang.

5. Terpenuhinya kebutuhan dasar  dan pelayanan sosial bagi 872 orang Lansia nterlantar  di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Banyuwangi, Bondowoso, Blitar, Magetan, Jember, Pasuruan, dan UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jombang atau 93,06% dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebanyak 937 orang.

6. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 105 penyandang cacat netra di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang atau 100% dari target penanganan sebanyak 105 orang.

7. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi  90 eks Kusta  di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks kusta Tuban atau 100% dari target penanganan sebanyak 90 orang.

8. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 180 orang eks Tuna Susila  di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Susila Kediri atau 128,57 % dari target penanganan sebanyak 140 orang.

9. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 100 Anak nakal dan 80 Korban Penyalahgunaan Napza di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya atau 100% dari target penanganan sebanyak 180 orang.

10. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 60 orang Cacat Rungu Wicara  Rungu Wicara Pasuruan atau 100% dari target penanganan sebanyak 60 orang.

11. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 50  penyandang cacat Grahita di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Grahita Tuban atau 100% dari target penanganan yang telah ditetapkan dalam Renstra sebanyak 50 orang.

12. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 90 orang penyandang cacat tubuh di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat tubuh Pasuruan atau 81,81 % dari target penanganan sebanyak 110 orang

13. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 374 Eks Psikotik di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Kediri dan Pasuruan atau 80% dari target penanganan sebanyak 465 orang.

14. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 305 orang Gelandangan dan Pengemis di UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Madiun, Sidoarjo dan Pasuruan .

Secara terperinci hasil pelaksanaan program selama dua tahun terakhir ini adalah sebagaimana pada tabel 4.24.7 berikut ini :

Tabel 4.24.7
Peningkatan Pelayanan Sosial Panti Tahun 2011 – 2012

	No
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1
	Pelayanan Sosial Balita Terlantar
	anak
	45
	75

	2
	Pelayanan Sosial Anak Terlantar
	anak
	450
	450

	3
	Pelayanan Sosial Anak yg mengalami hambatan fungsi sosial
	anak
	1.200
	1.200

	4
	Pelayanan Sosial Remaja Terlantar 
	orang
	704
	704

	5
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar
	orang
	872
	872

	6
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra
	orang
	105
	105

	7
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara
	orang
	60
	60

	8
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh
	orang
	90
	90

	9
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Cacat  Grahita
	anak
	50
	50

	10
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/ Korban Napza
	anak
	180
	180

	11
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial  Eks Kusta
	anak
	90
	90

	12
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Susila
	orang
	180
	180

	13
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik
	orang
	374
	374

	14
	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis
	orang
	305
	305


Sumber : Bidang dan UPT Dinsos Jatim 2012

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan diperoleh informasi capaian fungsional sebagai berikut :

1. Pelayanan sosial terhadap Balita terlantar tahun 2012 di Sidoarjo dapat menjangkau sebanyak 75 anak balita. Dimana sebanyak 47 anak atau 63,52% memiliki perkembangan fisik dan mental sangat baik, sebanyak 28 anak atau 36,48% tergolong cukup baik dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sedangkan penanganan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 telah memberikan pelayanan terhadap anak balita terlantar sebanyak 170 anak dengan perkembangan sebanyak 86 anak telah diadopsi, sebanyak 35 anak diambil keluarga, 2 anak dirujuk ke Panti anak dan 6 anak meninggal.

2. Sedangkan pelayanan terhadap Anak Terlantar di PSAA Trenggalek, PSAA Sumenep, PSAA Nganjuk dan PSAA Situbondo pada tahun 2012 telah dapat menjangkau 490 anak, dimana sebanyak 351 anak atau 71,63% tergolong memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial yang sangat baik, 104 anak atau 21,22 % tergolong memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial cukup baik dan sebanyak 35 anak atau 7,14% masih memerlukan bimbingan fisik, mental dan sosial lanjutan.

3. Pelayanan tetirah anak pada tahun 2012 telah memberikan pelayanan terhadap 1.128 anak, dimana hasil pelaksanaan bimbingan dan hasil pemantauan pekerja sosial diperoleh gambaran bahwa sebanyak 863 anak atau 76,50% tergolong dengan perkembangan fisik, mental dan sosial sangat baik, dan sebanyak 250 anak atau 22,16% memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial cukup baik, sedangkan 15 anak atau 1,34% memiliki perkembangan fisik, mental dan sosial  yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

4. Pelayanan sosial terhadap Remaja terlantar pada tahun 2012 telah dapat menjangkau sebanyak 704 orang. Berdasarkan hasil pemantauan pekerja sosial diperoleh gambaran bahwa sebanyak 559 orang atau 79,40% dapat mengikuti  proses pelayanan dengan baik, sebanyak 114 orang 16,19% tergolong cukup baik dalam mengikuti proses pelayanan, dan 31 orang atau 4,40% masih memerlukan pendampingan dan bimbingan lanjutan.

5. Pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlantar tahun 2012 telah dapat menjangkau pada 775 orang, dimana hasil pantauan pekerja sosial sebanyak 343 orang atau 44,25 % sangat nyaman didalam UPT, sebanyak 49 orang atau 6,32% merasa cukup nyaman dengan suasana dan pelayanan di UPT, dan sebanyak 9 orang atau 1,16% merasa tidak nyaman selama di UPT.

6. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Tuna Sosial sampai tahun 2012 mencapai 180 jiwa. Selama di Unit Pelayanan Out put yang dicapai yaitu 141 jiwa atau 78,33% dari 180 jiwa mampu berubah sikap dan perilaku baik, dan sebanyak 39 jiwa atau 21,67% yang cukup baik dalam bersikap atau perilaku.

7. Rehabilitasi sosial Eks Kusta kurun waktu tahun 2012 mencapai 90 jiwa. Dari pantauan pekerja sosial sebanyak 79 jiwa atau sekitar 87,88% dari 90 jiwa mengalami perkembangan baik dalam penerimaan diri serta selama di panti dan 11 jiwa atau sekitar 12,33 %yang mengalami penerimaan diri yang rendah.

8. Rehabilitasi sosial Grahita dalam kurun waktu tahun 2012 telah merehabilitasi 50 jiwa dengan rincian 17 jiwa atau 34 % yang mengarah pada kemajuan sosialisasi dengan lingkungan dan memiliki tanggungjawab diri serta kemandirian sedangkan sisanya sekitar 33 jiwa atau 66 % yang rendah dalam  sosialisasi dengan lingkungan dan rendah dalam tanggungjawab diri serta kemandirian.

9. Rehabilitasi Eks Psikotik Pasuruan dan kediri memberikan pelayanan pada 374 jiwa, dengan perkembangan 189 jiwa atau 50,53 % yang mampu mandiri , mudah bersosialisasi dan bertanggungjawab. Sedangkan sisanya 185 atau 49,47 % dalam kondisi lambat bersosialisasi, masih tergantung dan rendah dalam tanggung jawab pribadi.

10. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan pengemis di Sidoarjo, Madiun, Pasuruan sebanyak 1.368  jiwa selama kurun waktu tahun 2009 s/d 2012. Sebanyak 118 jiwa atau 8,62% berhasil bekerja mandiri, sebanyak 94 jiwa atau 6,87% transmigrasi, sebanyak 243 jiwa atau 17,78% bekerja ikuti orang  serta 84 jiwa atau sekitar 6,24% yang kembali ke daerah asal.

11. Rehabilitasi penyandang cacat baik cacat rungu wicara Pasuruan , cacat netra Malang serta cacat tubuh Pasuruan menunjukkan perkembangan selama di panti sebagai berikut 166 jiwa atau 65,09 % memiliku sikap penerimaan diri dan motivasi sosial yang tinggi dan 89 jiwa atau 64,11 % memiliki sikap penerimaan diri dan motivasi sosial yang cukup. Dari segi perkembangan setelah pelayanan  selama kurun waktu 2009 s/d 2012 telah ditangani sebanyak 880 jiwa dengan rincian 102 jiwa atau 11,59 yang bekerja mandiri, sebanyak 608 jiwa atau 69,09 % yang bekerja ikut orang, serta 144 jiwa atau 16,39 % yang kembali ke keluarga untuk bekerja membantu keluarga.

12. Sebanyak 190 Anak Nakal/Korban NAPZA telah mendapatkan peyanan rehabilitasi, bimbingan sosial, mental, fisik dan ketrampilan dengan indikator hasil penanganan sebanyak 56 anak atau 29,47 % dikategorikan sangat baik dalam mengikuti pelayanan, 57 anak atau 30 % dapat mengikuti pelayanan dengan baik, 66 anak atau 34,74 % cukup baik dalam mengikuti pelayanan dan 11 anak atau 5,79 % berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pekerja Sosial dikategorikan masih memerlukan pendampingan intensif.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT (panti) Dinas Sosial Prov. Jatim, sehingga proses pelayanan dan rehabilitasi sosial klien kurang optimal.

· Kurangnya tenaga profesi pekerjaan sosial di UPT, dimana secara ideal 1 orang pekerja sosial menangani 5-10 klien. Sehingga dengan jumlah klien yang ditangani di UPT sebanyak 4.380 orang membutuhkan  438 pekerja sosial, namun saat ini hanya tersedia 78 orang.
Upaya pemecahan permasalahan :
· Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana UPT (panti) dalam proses pelayanan dan rahabilitasi sosial agar klien layak menerima pelayanan dan rehabilitasi secara standar minimal.

· Mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial fungsional di masing-masing UPT.
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